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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran
Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya” merupakan
hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik
pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya? 2.
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran retribusi kebersihan di
Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya?.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Selanjutnya data disusun dan
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni tentang praktik
pembayaran retribusi kebersihan oleh PD Pasar Surya Surabaya kepada pedagang
pasar Keputran Utara Tegalsari surabaya, kesimpulan diambil melalui
komparatid dan deduktif.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran retribusi
kebersihan di pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya. Setiap hari petugas PD
Pasar Surya memungut retribusi kebersihan pasar dengan cara menagih ke stand-
stand pedagang secara bergilir dari pukul 20.00 Wib sampai selesai. Kemudian
petugas kebersihan akan datang membersihkan stand-stand pedagang dan area
pasar. Dalam perjanjian antara pedagang dengan petugas PD Pasar Surya,
pedagang wajib membayar segala bentuk pelayanan pasar hanya ke petugas PD
Pasar Surya tetapi pada kenyataannya padagang juga membayar uang tambahan
retribusi kebersihan ke petugas kebersihan namun tindakan ini dilakukan atas
inisiatif pedagang pasar sendiri. Apabila dilihat dari hukum islam, transaksi ini
sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah sehingga transaksi ini sesuai dengan
hukum Islam.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar petugas PD
Pasar Surya lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan pasar kepada
pedagang di pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan
Otonomi Daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara
lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indosnesia atas daerah besar dan
kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang.! Pemerintah membagi atas daerah-daerah terdiri atas daerah
provinsi, daerah kabupaten dan kota, dimana setiap daerah tersebut
mempunyai kewenangan dalam mengatur sendiri pemerintahannya.
Kekuasaan atas pengelolaan daerah diserahkan kepada
gubernur/bupati,walikota selaku kepala pemerintah daerah.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan
hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam
menggali sumber pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan daerah lebih tahu
potensi yang dimilikinya.? Salah satu sumber pendapatan daerah adalah
pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan,

yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi

! Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 1.

2 Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah,
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.



pemerintah, selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan
pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan
asli daerah.?

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur
oleh Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, maka daerah diberi kewenangan umtuk memungut 16 (enam belas)
jenis pajak, yaitu 6 (enam) jenis pajak provinsi dan 10 (enam belas) pajak
kabupaten/kota.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.* Perbedaan pajak daerah dan retribusi
daerah adalah pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang sedangkan

3 Sugianto, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, (Jakarta: Cikal Sakti, 2008), 14.
4 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi. 10.



retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang

telah diberikan.

Jasa yang dimaksud disini adalah kegiatan pemerintah daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ketika seorang
ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia harus
membayar retribusi yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang ada. Tidak
semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya,
tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial
ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut
dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan
perizinan tertentu, hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok
jasa sebagaimana disebut di bawabh ini.

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintahdaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dinikmatioleh pribadi atau badan.

2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintahdengan menganut
prinsip-prinsip komersial Karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sector swasta.

3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya



alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.’

Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur
kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah
pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Quran
mendorong dan memotifasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis
dalam kehidupan mereka. Al-Quran mengakui hak individu dan kelompok
untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa
paksaan. Al-Quran mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki
secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Memberikan kemerdekaan
penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai yang dikehendaki dengan
batas-batas yang ditentukan oleh Syariah Islam. Kekayaan dianggap sebagai
sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta
orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah
merupakan hal yang dilarang. oleh karena itu, penghormatan hak hidup,
harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama® sebagaimana firman

Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4):29:

o 0555 of Jlauu V&:L it ists U\ji;.\;}.:.ﬂ\ Gl &
(va)ls) v5“ o5 u\ V,<M¢°T 0 ;gdup\;:;;

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

5 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 6.
® Viethzal Rivai, Arifiandi Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, Islamic Transaction
Law In Business dari Teori ke Praktik, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2011), 2.



dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.’{Q.S. An Nisa 29).”

Berdasarkan penjelasan diatas retribusi pelayanan kebersihan pasar
masuk dalam jenis jasa umum, yakni jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dinikmati oleh pribadi atau badan. Dalam retribusi ini terdapat
beberapa pihak yakni pihak yang pertama adalah pihak yang membayar
retribusi (pemilik toko/stand) dan pihak kedua orang yang menerima
retribusi (PD Pasar Surya). Kegiatan ini dalam Islam termasuk akad 7jarah.

Definisi harfiah jjarah adalah imbalan yang diberikan atas jasa yang
diberikan. 8 Al-ljarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al’lwadhu
(ganti). Dari sebab itu al-Thawab (pahala) dinamai Ajru (upah). ljarah
adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang
mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya
dengan harta tertentu dan dalam waktu tertentu.’

Secara terminologi, 77arah menurut Ulama Syafi’iyah yakni

B °
<0 10, -0 2% -

B o o o° P - - °
Sl oo ol S e s wlu s wln ke
ljarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat

yang dimaksud tertentu, bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Menurut Hasbi Ash-Shiddigie bahwa 7jarah ialah akad yang objeknya
ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat

dengan imbalah, sama dengan menjual manfaat.'”

" Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 153.
8 ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 279.

® Saiful Jazil, Figih Mu’amalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.

10 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 115.



Berdasarkan definisi-definisi diatas kiranya dapat dipahami bahwa
ijarah ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti (upah) menurut
syarat-syarat tertentu.

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama
akan kebolehan 7jarah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Firman Allah dalam Surah A/-Zukhrufayat 32 yang berbunyi

,,//a‘ L0 8 . 0 8 .00 /a/:}a{._.cj.,‘/s‘}‘///a//, 2 i/a}f
9L>J" Lffwwwﬁgbjw)dwﬁ
-
d
z o. 088 o. 7, ,/ o 8. o, /o,/// /9(5:
. . . L:JJ.S\

Lo pgan doad wb)o Jan O g L)y
- i & PR, /a//%
%VY%@OML@;}&) i;’,.xv-)j L \%fmu

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.”(Q.S. Al — Zukhruf: 32)."!

Firman Allah dalam Surah a/-Kahfi ayat 77

/}a},‘}‘/ﬁa,f o £ T % oL Tl JE \&/{E“;“ o "
CAa of 1l Gl wak o3 I T Ty | S uile

° .. P
£ @ WO

. o e
ale 0o i Y JBT AL T i o

E I - R

o Vs G 105

Artinya: “Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya
sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk
negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.

11 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 104.



Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu
mengambil upah untuk itu’(Q.S. Al-Kahfi: 77)"?

Ulama figh bersepakat atas legalnya akad 7jarah kecuali Abu Bakar
al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan
Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena 7jarah menjual manfaat,
padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad,
hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit.
Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya.
Sebagaimana tidak boleh menggantungkan jual beli pada masa akan dating.
Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut tidak ada saat
akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan
manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat antara
tercapai dan tidaknya seimbang.!?

Ditinjau dari objeknya ulama figh menggolongkan akad ijarah
menjadi dua macam:

1. ljarah bil ‘amal yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa.
ljarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama figh,
Jjjarahjenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas,
seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.
ljarahseperti ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. [ljarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu

rumah tangga.

12 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya,2011), 642.
13 saiful Jazil, Figh Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.



b. ljarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang
yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang
sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.
Kedua bentuk /Zjarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan
pembantu), menurut para ulama figh hukumnya boleh.

2. ljarahbi al - manfaat, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat.
ljarah yang bersifat manfaat contohnya:
a. Sewa-menyewa rumabh.
b. Sewa-menyewa toko.
c. Sewa-menyewa kendaraan.
d. Sewa-menyewa pakaian.

e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.'*

Akad sewa menyewa akan berakhir sesuai kata sepakat yang ada
dalam perjanjian. Dengan berakhirnya akad sewa menyewa maka ada
kewajiban bagi penyewa untuk mengembalikan barang yang disewa
tersebut.!

Fakta yang penulis temukan di lapangan, tepatnya di Pasar Keputran
Utara, Tegalsari Surabaya pedagang mengaku membayar retribusi
kebersihan pasar kepada petugas PD Pasar Surya sebesar Rp2.500 - Rp8.000
setiap harinya dengan tanda bukti karcis yang diberikan namun, berdasarkan
wawancara penulis kepada petugas PD Pasar Surya mereka mengatakan

bahwa mereka hanya melakukan pungutan retribusi kebersihan tersebut

4 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Figh Muamalah), (Surabaya: Uin Sunan Ampel
Press 2014), 202.
15 Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 161.



hanya sebesar Rp 11.260 setiap bulannya. Sedangkan pada kenyataannya
ketika penulis ikut bersama petugas PD Pasar Surya ternyata mereka
mengenakan tarif rata-rata Rp 5.000 setiap harinya. Tentu transaksi ini tidak
selaras dengan pernyataan Petugas PD Pasar Surya (Bapak Adi) yang dalam
wawancara mengatakan pelaksanaan retribusi kebersihan sebesar RP 11.260
setiap bulannya, dan tidak selaras juga dengan Perda No 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimana dalam BAB
VII Pasal 9 Ayat 1 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur
dalam lampiran yakni sebesar Rp 4.500 per hari. Akibatnya ada beberapa
pedagang yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian tarif yang

diberlakukan tersebut.

Dari kenyataan diatas penulis ingin mengungkap lebih jelas, lengkap
dan rinci, apa sebenarnya retribusi itu, serta apa fungsi dan tujuannya, dan
bagaimana tinjauan berdasarkan perspektif Hukum Islam tentang akad

retribusi tersebut.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Dari pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pokok
masalah yang ingin dikaji adalah.
1. Praktek pembayaran retribusi kebersihan pasar tidak sesuai dengan Perda
No 10 Tahun 2012.
2. Tidak ada kepastian besaran nominal pembayaran.

3. Tidak ada kejelasan hak dan kewajiban unit pasar dan para pedagang.
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Dalam penelitian di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya
diberlakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus,
adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara
Tegalsari, Surabaya
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran retribusi kebersihan di Pasar

Keputran Utara Tegalsari, Surabaya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran
Utara Tegalsari, Surabaya?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran retribusi

kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya?

Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek
yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu
pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian terkait
retribusi yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Sejauah penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian
tentang retribusi, pertama ditemukan skripsi Hendri Fajar Setiawan dengan
judul “Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 Terhadap
Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo”.

Skripsi ini membahas sikap ketidakrelaan pedagang terhadap petugas UPT
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Sidoarjo yang melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar pada hari
Minggu, sedangkan pada kenyataan di lapangan Pasar Loak/Unggas Sidoarjo
tidak melakukan kegiatan apapun pada hari Minggu tersebut alias libur.'®

Kedua skripsi Faris Rohman dengan judul “Studi Analisis Hukum
Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15
Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo”. Skripsi ini membahas tentang
adanya tujuan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun
2008  dan perspektif hukum Islam tentang retribusi tersebut dan
menyimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada
di Pasar Larangan Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam
Perda Nomor 15 Tahun 2008 , yang berakibat kepada pihak pengguna jasa
yakni para pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo.!”

Ketiga skripsi Ibriza Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal
Surabaya’. Skripsi ini membahas tentang parkir yang tidak mempunyai izin
pelaksanaan (7llegal) dan dilihat dalam perspektif hukum Islam adalah
hukumnya haram, karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan rukun dan
syarat fjarah dalam hukum Islam. Serta lahan yang digunakan sebagai lahan

parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin pemilik lahan.'®

18 Hendri Fajar Setiawan, “Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 Terhadap
Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo”. (Skripsi—Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

1" Faris Rohman, “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan
Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo”. (Skripsi—Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, 2012).

18 Tbriza Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional
Rungkut Menanggal Surabaya”. (Skrpsi—Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
2011).
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Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara,
Tegalsari Surabaya akan fokus pada dua hal yakni pertama, bagaimana
pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari
Surabaya, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran

retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan praktek pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran
Utara Tegalsari, Surabaya.
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran retribusi

kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya.

Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah Surabaya dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi
dalam mengambil kebijakan untuk usaha meningkatkan pengawasan,
pelayanan dan pendapatan retribusi, khususnya retribusi-retribusi
pelayanan pasar.

2. Bagi penulis penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya pada 7jarah.



13

3. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat
dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi
berikutnya.

4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada
program study Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian
yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang
digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan
mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan didalam
penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya

adalah sebagai berikut:

Hukum Islam :  Seperangkat peraturan yang
bersumber dari al-Quran, hadist dan
pendapat ulama tentang ijarah.

Pemungutan Retribusi Kebersihan :  Pungutan retribusi  sebagai

Pembayaran atas peralatan, los, kios
yang diberikan pemerintah yang
dikelola/dikuasai oleh PD. Pasar

Surya.
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H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan
selanjutnya dicarikan cara pemecahannya, penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang
menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan pelaku yang dapat diamati.”

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab “Metode Penelitian” ini
berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data,
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pasar Keputran Utara, yang berlokasi di
Kecamatan Tegalsari pusat Kota Surabaya.
2. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dan dipaparkan dalam
pembahasan studi ini, adalah sebagai berikut:
a. Data tentang alasan adanya pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar

Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

b. Data tentang prosedur pembayaran retribusi kebersihan di Pasar

Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

c. Data pengeloloaa hasil retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara,

Tegalsari Surabaya.

19 Muh Fitrah, Luthfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi
Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.
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d. Proses awal mula perjanjian pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar

Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

3. Sumber Data
Sumber data adalah semua keterangan yang dijadikan penelitian
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk
deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Sumber
data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.?°
Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber premier
dan sumber sekunder.
a. Sumber Premier
Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh
melalui wawancara kepada Petugas dan Pengelola Pasar Keputran
Utara, Tegalsari Surabaya dan pedagang.
b. Sumber Sekunder
Adalah sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan
catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan retribusi
pelayanan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis
mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan
masalah. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan cara

yaitu:

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
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a. Dokumen
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan
foto.?! Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta
mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di Pasar
Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.
b. Observasi
Teknik observasi dapat dibedakan manjadi dua yaitu teknik
observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik
observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti
mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap
gejala-gejala subjek yang diselidiki. Adapun teknik observasi tidak
langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan
pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang ditelitinya dengan
perantara sebuah alat.?> Observasi adalah teknik yang menuntut adanya
pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati

21 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya IImiah, (Jakarta:
Kencana, 2011), 141.

22| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum
(Jakarta: Kencana, 2017), Cet ke-2, 193.
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proses pembersihan Pasar Keputran Utara, Tegalsari Surabaya, proses

pembayaran retribusi sampai penyetoran hasil pembayaran retribusi.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan
datanya dengan cara berbicara atau berdialog secara langsung (face to
face) dengan sumber objek penelitian. 2> Wawancara dilakukan
terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam
masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi
yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Adapun dalam
penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada
pihak yang terkait, yaitu kepada para petugas dan pengelola Pasar
Keputran Utara, Tegalsari Surabaya dan para pedagang yang

membayar retribusi kebersihan tersebut.

5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan
metode induktif dan metode verifikatif.
Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk
menggali kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu

praktik pemungutan retribusi kebersihan pasar di Pasar Keputran Utara,

23 Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2017), Cet ke-5, 214.
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Tegalsari Surabaya yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada

kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan verifikatif adalah menilai data-data yang berkaitan

dengan retribusi kebersihan pasar di Pasar Keputran Utara, Tegalsari

Surabaya dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis

melakukan hal-hal berikut:

a.

Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan
untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh. Dari hasil
penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian
yaitu Pasar Keputran Utara, Tegalsari Surabaya. Termasuk
memeriksa kuisoner survei yang sudah terisi dengan cara penulis
melakukan wawancara kepada petugas PD Pasar Surya dan pedagang
Pasar Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa
sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.?* Data
Perda Nomor 10 Tahun 2012, karcis pembayaran retribusi kebersihan

di Pasar Keputran Utara, Tegalsari Surabaya.

Sistematika Pembahasan

2 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.
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Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah
memahami skripsi ini maka digunakan sistematika berikut:

Bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan berupa
gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai
pintu pertama untuk untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar
Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,
Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi
Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tantang landasan teoritis yang
merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan
cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini
berisi fjarah yang meliputi definisi 7jarah, landasan hukum tentang ijarah,
syarat sahnya 7jarah, mempercepat dan menangguhkan upah, bentuk jjarah
yang dilarang oleh Islam, pembatalan dan berakhirnya 7jarah, dan
pengembalian obnyek 7jarah.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang gambaran umum retribusi
pelayanan kebersihan dan lokasi penelitian, penetapan tarif retribusi
pelayanan kebersihan, pengelolaan hasil retribusi kebersihan, serta respon
pedagang terhadap kelebihan atau kekurangan tarif retribusi yang dilakukan
oleh petugas PD Pasar Surya Surabaya.

Bab keempat akan menjelaskan tentang analisis data dari penelitian
yakni pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari,

Surabaya.
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Bab kelima akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan
skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah. Analisis penulis terhadap permasalahan-
permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan

deng an saran-saran.



BABII

KONSEP IJARAHDALAM ISLAM DAN RETRIBUSI

A. Konsep Jjarah Dalam Islam

1. Pengertian ljarah

Menurut bahasa A/- [jarah berasal dari kata al-Ajru ( ~V) yang

berarti A/’lwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats-Thawab (pahala) dinamai
Ajru (upah).?> Al- ljarahmerupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah
dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa,
kontrak, menjual jasa dan sebagainya.?

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kata sewa-menyewa (fjarah) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan
pembayaran uang.?’

Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, sewa-menyewa (ijarah)

adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu
tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut
terakhir (penyewa).?®

Secara terminologi, ada beberapa definisi Jjjarah yang

dikemukakan oleh ulama figh. Menurut Ulama Syafi’iyah yakni

% saiful Jazil, Figih Mu’amalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.
2 Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

72.

27 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), Edisi-3, 1057.

28 Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA), (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2013) Cet-8, 373.

21
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“ljarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang
dimaksud tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan

imbalan tertentu.”

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya

dengan:
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“Pemilikan suatu manfaat yang diperoleh dalam waktu tertentu
dengan imbalan.”

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

“Transaksi terhadap suatu mantaat dengan imbalan.”

Definisi ijarah dalam syara’ adalah akad atas manfaat yang
dimubahkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-
cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas aktivitas yang
diketahui, dengan bayaran yang diketahui.?’

Menurut Ali al-Khafif, jjarah adalah transaksi atau aktivitas
terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.°

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyaer A/- ljarah
adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang

tertentu atau yang diuraikan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu

29 Shaleh al Fauzan, Figih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.
30 Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
72.



23

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah
yang diketahui pula.’!

Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh
Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pengalihan hak guna atas
barang atau jasa, melalui penunaian upah sewa, tanpa diikuti dengan
pengalihan kepemilikan atas barang itus sendiri.??

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddigie bahwa ijarah ialah akad
yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu
pemilikan manfaat dengan imbalah, sama dengan menjual manfaat.*3

Menurut Saleh al Fauzan ijarah ada dua jenis, jenis pertama
adalah 7jarah yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda
tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua
adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.*

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal
20 terhadap 7jarah, bahwa jjarah adalah suatu bentuk kegiatan sewa
menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem
pembayaran yang ditangguhkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
jjarah adalah akad sewa-menyewa atas suatu barang dalam masa tertentu

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dan atau

31 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet Ke-1, 229.

32 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 195.

3 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

34 Shaleh al Fauzan, Figih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

% Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 12.
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menurut hemat saya ijarah adalah upah yang diberikan atas jasa yang
diberikan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka 7jarah tidak boleh
dibatasi dengan syarat. Akad 7jarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada
unsur manfaat, dan akad 7jarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk
diambil buahnya.3¢

ljarah dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya,
yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima,
pihak yang menyewakan (Mu’jir) berkewajiban untuk menyerahkan
barang (Ma’jur) kepada pihak penyewa (Musta’jir), dan pihak penyewa
berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (Ujrah).’

2. Dasar Hukum /Zjarah

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para

ulama akan kebolehan 7jarah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
Firman Allah dalam Surah A/-Zukhrufayat 32 yang berbunyi
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% Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
73.

3 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Figh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 195.
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.”(Q.S. Al — Zukhruf 32).38

Firman Allah dalam Surah a/-Kahfi ayat 77
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Artinya: “Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya
sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk
negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.
Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu

mengambil upah untuk itu”(Q.S. Al-Kahfi: 71).%

Firman Allah dalam Surah A/-Qasas ayat 26 yang berbunyi:
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38 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 104.
39 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 642.
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Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qasas 26).
“Berkatalah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan
sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari
kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan
kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik." (QS Al-Qasas27).4°

b. Al-Hadis

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya
kegiatan ijarah, meliputi:

1) HR. Ibn Majah;
ol g ade B ol J gl JB 106 AR 3l x5 02
(e b olg)) 558 Lms OF 5 875

Dari Abdillah bin Umar ia berkata:’Berikanlah upah kepada buruh

sebelum kering keringatnya”.4!

40 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 280.
4l |snaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, Hadis-Hadis
Ekonomi, (Kencan: Jakarta, 2015), 84.
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Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah
terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan
agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya

kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

HR. An-Nasaiy, Abdurrazaq, dan al-Baihaqiy, dari Abu Hurayrah
dan Abu Said al-Khudry;
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Artinya: Abu Said Khudri RA menceritakan, bahwa Nabi SAW
mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa
jumlah upahnya.*?

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini
juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan

transaksi upah mengupah.

Dari keterangan hadits-hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa,

dibolehkannya transaksi sewa-menyewa, sebagaimana yang dilakukan

oleh Rasulullah SAW., yang pada masa itupula, beliau melakukan

transaksi muamalah yang berupa sewa-menyewa.

c. Dasar Hukum Landasan /jma’

Ijma’ sahabat telah sepakat atas kebolehan akad 7jarah, hal ini

didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya

42 |spaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, Hadis-Hadis
Ekonomi, (Kencan: Jakarta, 2015), 84.
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kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat
suatu kewajiban untuk membolehkan akad 7jarah atas manfaat atau jasa
karena hakikat 7jarah sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat
atau jasa.*3
d. Kaidah Figh
Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah fighnya, sebagaimana yang

dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya menjelaskan bahwa:

AR HAA] S0y o S s o 5

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan
transaksi itu boleh dilakukan seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa,
kerjasama, dll kecuali yang benar-benar secara tegas mengharamkan
seperti mengakibatkan kemudharatan, riba, gharar, maisir, dsb.**

Dengan adanya ketiga dasar hukum di atas yaitu Al-Qur’an,
Hadits dan [jma’ serta Kaidah Figh yang sering digunakan oleh DSN MUI
dalam keputusan-keputusannya, maka hukum dibolehkannya ijarah sangat
kuat, karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian

hukum Islam yang paling utama.

3. Rukun dan Syarat Jjarah

4 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.
4 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh Kaidah-Kaidah (Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana, 2007), 130.
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Rukun 7jarah menurut Hanafiyah adalah sighat ijab dan kabul,
sedangkan menurut mayoritas ulama rukun jjarah ada empat. Penjelasan

rukun dan syarat dijelaskan sebagai berikut.*’

Tabel 1.1

Rukun dan Syarat /ljarah

Rukun Syarat

Penyewa (Mu Jir) dan yang Menyewa (Musta Jir)

Ulama 1. Baligh, berakal cerdas memiliki kecakapan untuk melakukan
tasharruf atau mengendalikan harta. Ulama Hanafiyah
menyaratkan berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun) dan tidak
disyaratkan baligh. Jika menyangkut barang bukan miliknya
maka dipandang sah bila seizin walinya. Malikiyah
mensyaratkan famyiz sedangkan transaksi orang belum baligh
bergantung keizinan walinya. Sedangkan Malikiyah dan
Syafi’iyah mensyaratkan mukalaf’yaitu baligh dan berakal tidak
anak mumayiz. Tidak sah akad sewa anak kecil dan orang gila.

2. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan
akad, dimana penyewa memiliki kemampuan untuk membayar
sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek
sewa.

3. Adanya saling rela. Akad sewa yang dipaksakan tidak sah

hukumnya.

4 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 117.
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. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa, untuk apa

disewakan.*®

KHES

. Pasal 257: “Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah,

pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan

melakukan perbuatan hukum.”

. Pasal 259: “Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik,

wakilnya atau pengampunya.”*’

Fatwa

DSN MUI

. Akad 7jarah boleh dilakukan oleh orang (Syakhshiyah thabi’iyah/

natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
(Syakhshiyahi’tibariah / Syakhshiyah hukmiiyah / rechtperson)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Mu’jir, Musta’jir, dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan

syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Mu’jir wajib memiliki kewenangan atau wilayah untuk

melakukan akad ujrah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah

maupun niyabiyyah.

. Mu’jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
. Musta’jir wajib memiliki kemampuan membayar ijarah.
. Ajir wajib memiliki kemampuan menyerahkan jasa atau;

. Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya*®

% Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 118.
47 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

62.
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Objek Sewa (Benda/Manfaat/Pekerjaan/Uang Sewa/Upah)

Ulama

1. Manfaat yang menjadi objek sewa harus jelas dan diketahui

secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan
dikemudian hari, meliputi: a). Barang yang disewakan harus jelas
manfaatnya dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat
Islam), tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau
menyewakan untuk tujuan kejahatan; b). Benda objek sewa harus
dapat diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan
benda yang hilang, atau pekerjaan yang diupahkan mesti dapat
dikerjakan; c). Benda yang disewakan kekal zatnya sehingga
dapat ditentukan tempo sewanya; dan d). Jenis pekerjaan jika

Iijarah pekerjaan.

.Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan baik

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara

meminjamkan atau menyewakannya lagi.

.Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang bukan

merupakan kewajiban individual seperti sholat dan puasa.

4. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat

disewakan.

5.Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak

boleh sejenis dengan barang manfaat dari 7jarah.*’

4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta:
Kencana, 2014), 266.

4% Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 119.
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KHES

Benda Ijarah:

1. Pasal 260: 1) “Penggunaan benda Jsjarah harus dicantumkan

dalam akad ijarah™; 2) “Jika penggunaan benda jjarah-an tidak
dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarah-an

digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.”

2. Pasal 261: “Jika salah satu syarat dalam akad Jjarah tidak ada,

maka akad itu batal.”°

Uang ljarah:

1. Pasal 262: 1) “Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad

ijarahnya batal”; 2) “Harga Jjarah yang wajar/ujrah-al-mitsli
adalah harga Jjjarah yang ditentukan oleh ahli yang

berpengalaman dan jujur.”

.Pasal 263: 1) “Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat

berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan™; 2) “Jasa
penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka,
pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah

selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.”

. Pasal 264: 1) “Uang muka 7jarah yang sudah dibayar tidak dapat

dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad”; 2) “Uang
muka Jjjarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan
jika pembatalan jjarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan”;

3) “Uang muka jjarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang

%0 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

63-64.
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menyewakan jika pembatalan fjarah dilakukan oleh pihak yang
akan menyewa.”

Penggunaan Objek Jjarah :

1. Pasal 265: 1) “Penyewa dapat menggunakan obyek ijarah secara
bebas jika akad jjarah dilakukan secara mutlak”; 2) “Penyewa
hanya dapat menggunakan obyek 7jarah secara tertentu jika akad
ijarah dilakukan secara terbatas.”

2.Pasal 266: “Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan
obyek 7jarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang
menyewakan.”

3.Pasal 267: “Uang Jjjarah wajib dibayar oleh pihak penyewa
meskipun benda yang ijarahnya tidak digunakan.”

Pemeliharaan Objek Jjarah, Tanggun Jawab Kerusakan, dan Nilai

serta Jangka Waktu Ijarah;

1. Pasal 268: “Pemeliharaan objek jjarah adalah tanggung jawab
pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.”

2.Pasal 269: 1) “Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak
penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain
dalam akad”; 2) “Jika obyek Jjarah rusak selama masa akad yang
terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang
menyewakan wajib menggantinya’; 3) “Jika dalam akad ijarah
tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas

kerusakan obyek 7jarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di
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kalangan mereka yang dijadikan hukum.”

3. Pasal 270: “Penyewa wajib membayar objek 7jarah yang rusak
berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah
ditentukan melalui musyawarah.”>!

Harga dan Jangka Waktu Jjarah:

1.Pasal 271: 1) “Nilai atau harga 7jarah antara lain ditentukan
berdasarkan satuan waktu”; 2) “Satuan waktu yang dimaksud
adalah menit, hari, bulan dan/atau tahun.”

2.Pasal 272: 1) “Awal waktu rjarah ditetapkan dalam akad atau
atas dasar kebiasaan”; 2) “Waktu Jjjarah dapat diubah
berdasarkan kesepakatan para pihak.”

3.Pasal 273: “Kelebihan waktu dalam ijarah yang dlakukan oleh
pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau
kebiasaan.”

Jenis Barang yang Di7jarahkan dan Pengembalian Objek [jaral:

1. Pasal 274: 1) “Benda yang menjadi obyek 7jarah harus benda
yang halal atau mubah”; 2) “Benda yang di-ijarah-kan harus
digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari‘at”; 3)
“Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat
dijadikan obyek ijarah.”

2.Pasal 275: 1) “Benda yang di-/jarah-kan boleh keseluruhannya

dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad”; 2)

51 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

65.
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“Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek
jjarah ditetapkan dalam akad 7jarah’; 3) “Apabila hak-hak
tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan
dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan
berdasarkan kebiasaan.”

Pengembalian Objek Jljarah

1. Pasal 276: ““ljarah berakhir dengan berakhirnya waktu 7jarah yang
ditetapkan dalam akad.

2.Pasal 277: 1) “Cara pengembalian objek ijarah dilakukan
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad”; 2) “Bila cara
pengembalian objek ijarah tidak ditentukan dalam akad, maka

pengembalian benda jjarah dilakukan sesuai dengan kebiasaan.”>?

Fatwa

DSN MUI

Mengenai Hukum dan Bentuk Jjarah:

1. Akad ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad akad 7jarah
‘ala al a’yan dan akad jjarah ‘ ala al-a’mal/ijarah ‘ala al-asykhash.

2. Akad 7jarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah
tasyghiliyyah, ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT), dan
ijarah maushutah fi al-dzimmah (IMFD).

Mengenai Objek ljarah

1. Mahall —al-manfa’ah harus berupa barang yang dapat
dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara

syariah (mutagawwam).

52 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

75.
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2. Nahall al-manfa’ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat
diserah terimakan (maqgdur al taslim) pada saat akad atau pada
waktu yang disepakati dalam akad 7jarah maushutah al-dzimmah.

Mengenai Manfaat dan Waktu Sewa

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang)
secara syariah (mutagawwam).

2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh Mu’jir dan
Musta’jir/Ajir.

3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa
harus disepakati oleh Mujir dan Mustajir.

4. Musta’jir dalam akad ijarah ‘ala al-a’yan, boleh menyewakan
kembali (a/l-ijarah min al-bathin) kepada pihak lain kecuali tidak
diizinkan (dilarang) oleh Mu Jir.

5. Mustajir dalam akad ifjarah ‘ala al-a’yan, tidak wajib
menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena
pemanfaatan, kecuali karena al-fa’addi, al-tagshir, atau
mukhalatat al-syuruth.>

Mengenai ‘Amal yang Dilakukan Ajir.

1. “Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus berupa
pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. ‘Amal yang dilakukan Ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan

53 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta:
Kencana, 2014), 264.
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ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

3. ‘Amal yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai
dengan tujuan akad.

4. Musta’jir dalam akad jjarah ‘ala al-a’mal, boleh menyewakan
kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang)
oleh Ajir atau peraturan perundang-undangan.

5. Ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang
timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena a/-
ta’addi, al-tagshir, atau mukhalatat al-syuruth.

Ketentuan terkait Ujrah:

1. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang
boleh dimanfaatkan menurut syariah (muragawwam) dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka
nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan
diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh
berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat

yang belum diterima oleh Musta Jjir sesuai kesepakatan.’*

Sighat Ijab

1. Transaksi 7jarah dilaksanakan secara jelas.

5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta:
Kencana, 2014), 265.
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dan Kabul

[98)

Kedua belah pihak memahami transaksi 7jarah dengan baik.

. Adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dan jawaban pihak

yang menyewakan.>>

KHES

Pasal 252: “Shigat akad rjarah harus menggunakan kalimat
yang jelas; Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan,
dan atau isyarat.”

Pasal 253: Akad ifjarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau
dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 254: 1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu
yang akan datang; 2) Para pihak yang melakukan akad 7jarah
tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih
belum berlaku.

Pasal 255: “Akad Jjjarah yang telah disepakati tidak dapat
dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak
ketiga.”

Pasal 256: 1) “Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari
harta yang difjarah hkan, maka akad ijarah berakhir dengan
sendiriny”; 2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga pada ijarah jama’i/kolektif.”

Pasal 258: “Akad jjarah dapat dilakukan dengan tatap muka

maupun jarak jauh.”>°

55 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 120.
% PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

67.




39

Fatwa

DSN MUI

Akad Jjjarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta

dimengerti oleh Mu 7ir /Ajir dan Musta 7ir.

1. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik

sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.’’

4. Macam-macam /ljarah

Akad jjarah digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

a.

ljarah A’mal atau Asykhas

ljarah yang bersifat jasa atau pekerjaan, yakni akad yang
digunakan untuk memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan, atau memberikan jasa seperti membangun gedung atau
menjahit pakaian. Menurut para ulama figh, 7jarah seperti ini
hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas.>®
ljarah ‘Ayn (Muthlagah) atau ‘Ala al-a’yan

Yaitu ijarah yang bersifat manfaat, yakni akad yang digunakan
untuk menyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat aset
tersebut. Contohnya sewa menyewa rumah, sewa-menyewa toko,
sewa-menyewa kendaraan.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan figh muamalah

ijarah dibagi kepada tiga macam yaitu:

1) Sewa-menyewa Tanah

5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta:
Kencana, 2014), 266.
%8 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 59.
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Melihat betapa pentingnya tanah, Islam sebagai agama yang
fleksibel membolehkan persewaan tanah dengan prinsip
kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak untuk ditanami atau
didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan
peruntukannya. Apabila akadnya wuntuk ditanami, harus
diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu''jir)
member izin untuk ditanami tanaman apa saja.

2) Sewa-menyewa Binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang hendaklah
disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau
tujuan penyewaan, apakah untuk kendaraan atau untuk
kepentingan yang lainnya.>®

3) Sewa-menyewa Toko dan Rumah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penyewa mempunyai
kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya
dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan
kerusakan pada bangunan yang disewa. Namun wajib
menggantikannya apabila terjadi kerusakan terhadap rumah atau

toko.%0

c. [ljarah Muntahiya Bittamlik
Adalah akad jjarah antara pemilik objek sewa dengan penyewa

untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan

59 |dri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi, ( Kencana: Jakarta, 2015), 223.
% |bid, 224.
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opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau
pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad
ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak
milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau
diakhirinya akad ijarah.

d. [jarah Maushutah fi al-Dzimmah

Adalah akad 7jarah atas manfaat suatu barang dan/atau jasa

yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya
(kuantitas dan kualitas).

e. [ljarah Tasyghiliyyah

f. Adalah akad jjarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan

janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.!

5. Hak dan Kawajiban Dalam Jjarah
Para pihak melaksanakan transaksi Jjarah memiliki hak dan
kewajiban tertentu, yaitu antara lain:

a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan aset yang disewa dan
menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Dalam
penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli atau
menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan
menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan

diperoleh oleh penyewa.

1 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 123.
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b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan
membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah
amanah di tangan penyewa. Namun apabila aset yang disewa rusak
tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya
dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan
tersebut.

c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua
belah pihak dapat mirinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai
dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa
dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan objek
sewa untuk memastikan penggunaan berkelanjutan (misalny, oli yang

diperlukan oleh mesin dan peralatannya).®?

6. Uang Jjarah dan Cara Pembayarannya
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) hal yang
berkaitan dengan uang jjarah dan cara pembayarannya akan dijelaskan
sebagai berikut :

a. Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan / atau benda lain
berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan
atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah
objek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan

(Pasal 307 (1 dan 2) KHES).

62 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet-Ke 1, 121.
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b. Uang muka 7fjarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan
kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 (1) KHES).

c. Uang muka Jjarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan,
jika pembatalan 7jarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Pasal
308 (2) KHES).

d. Uang muka 7jarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang
menyewakan jika pembatalan 7jarah dilakukan oleh pihak yang akan

menyewa (Pasal 308 (3) KHES).%3

7. Keberlangsungan Objek /jarah
Keberlangsungan objek ijarah adalah meliputi pemeliharaan objek
ijarah, tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu 7jarah. Hal
ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) sebagai
berikut :

a. Pemeliharaan objek 7jarah adalah tanggung jawab pihak penyewa
kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 312 KHES).

b. Kerusakan objek 7jarah karena kelalaian pihak penyewa adalah
tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal
313 (1) KHES).

c. Jika objek 7jarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena
kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib
menggantinya (Pasal 313 (2) KHES).

d. Jika dalam akad 7jarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang

bertanggung jawab atas kerusakan objek 7jarah, maka hukum

8 Ahmad Ifham Sholihi, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), 336.
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kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum
(Pasal 313 (3) KHES).

Penyewa wajib membayar objek 7jarah yang rusak berdasarkan waktu
yang telah digunakan dan besarnya Jjjarah ditentukan melalui

musyawarah (Pasal 314 KHES).%

8. Hal yang Membatalkan Jjarah

Hal yang membatalkan akad 7jarah, antara lain:

Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang
tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu
rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu
airnya berhenti.

Hilangnya tujuan yang diinginkan dari 7jarah tersebut. Misalnya
seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh
sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak
dapat mengambil apa yang di inginkan dari akad 7jarah.

Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya ditangan penyewa
atau terlihat aib lama padanya.

Rusaknya barang yang diupahkan (majjur’alaih), seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi
sesudah rusaknya (barang).

Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan,

atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh.

6 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3,

82
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Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum
tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai
masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaaan, hal ini
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada
pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
f.  Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh 7jarah, karena
adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang
menyewa took untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau
dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh

ijarah.%

9. Berakhirnya Jjarah

Akad ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu pada akad ini tidak
dibolehkannya adanya fasakh pada salah satu pihak. Fasakh ini terjadi
apabila terdapat beberapa hal yang harus mewajibkan fasakh, karena pada
dasarnya ijarah merupakan akad pertukaran.®®

Dalam berakhirnya akad ijarah para ulama figh berbeda pendapat
tentang sifat akad a/-jjarah yaitu bersifat mengikat atau tidak. Ulama
Hanafiyah berpendirian bahwa akad a/-jjarah itu bersifat mengikat, tetapi
boleh dibatalkan secara sepihak apabila ada udzur dari salah satu pihak
yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan
bertindak dalam hukum. Sedangkan Jumhur Ulama dalam hal ini

mengatakan bahwa akad al-jjarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), 382-483.
8 Sohar Sahran dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173.
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atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Perbedaan pendapat ini

menimbulkan kesimpulan bahwa menurut ulama Hanafiyah apabila salah

seorang meninggal dunia maka akad a/-ijarah batal, karena manfaatnya
tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur ulama mengatakan, bahwa
manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (a/-mal). Oleh sebab
itu kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad a/-ijarah.®’

Pembatalan jjarah ini menurut ulama figh akan berakhir apabila
terjadi hal-hal berikut ini :

a. Obyek J7jarah hilang atau musnah, seperti rumah yang mengalami
kebakaran atau obyek 7jarah lainnya.

b. Ketika waktu yang telah disepakati berakhir dan sudah pada masa
tenggang pada terjadinya akad di awal. Maka pihak yang menyewa
harus mengembalikan rumah atau obyek 7jarah lainnya kepada pihak
yang menyewakan.

c. Ulama Hanafiyah berpendapat, ketika salah seorang diantara yang
berakad meninggal dunia atau wafat. Karena menurut Hanafiyah akad
ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama,
akad 7jarah tidak batal dengan salah satu diantara mereka wafat,
menurutnya bahwa manfaat boleh diwariskan dan a/-jjarah sama

dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

67 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 283.
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d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada uzdur dari salah satu pihak
seperti rumah yang disewakan di sita Negara karena terkait masalah
keuangan, maka akad jjarah tersebut batal.®®

Perjanjian 7jarah akan ditolak apabila bersatu dengan persetujuan
bersyarat. ® Jjarah yang batal menimbulkan konsekuensi adanya
pembayaran yang sepadan dengan uang sewa yang telah ditetapkan dalam
akad jjarah yang sah, baik mustajir telah memanfaatkan barang sewaan
maupun belum. Dikarenakan jjarah statusnya sama dengan jual beli, dan
manfaatnya sama seperti barang yang diperjual belikan.”®

Apabila masa sewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan
barang sewaan yang disewanya. Setelah masa sewa berakhir, barang itu
menjadi amanat bagi penyewa.’! Apabila benda ijarah berupa benda
bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda
yang tidak bergerak, musta“jir harus menyerahkannya dalam keadaan
kosong dari harta miliknya, jika benda yang disewakan berupa tanah
pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari

tanaman.’?

10. Pengembalian /jarah
Menurut Sayyid Sabiq jika akad 7jarah telah berakhir, penyewa

berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk

8 Nasrun Haruan, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.

8 Abdur Rahman I. Doi, Muamalah (Syari“ah III), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 43.

0 Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asy-Syafi "I Al-Muyassar, (Jakarta: Almahira, 2010), 56.

"l Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabig, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2009), 810.

2 Qomarul Huda, Figh Mu “amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.
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barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan,
binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan langsung pada
pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah
(tidak bergerak) seperti rumah, tanah dan bangunan, ia berkewajiban
menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan
semula. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir
penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian
mengembalikan untuk menyerah-terimakannya seperti barang titipan.
Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa
akad 7jarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa sengaja, maka tidak

ada kewajiban menanggung bagi penyewa.”?

B. Konsep Retribusi
1. Pengertian Retribusi

Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan
oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara
langsung atau atas perizinan yang diperoleh.” Berbeda dengan pajak yang
dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat
dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara
langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin

untuk melaksanakan kegiatan tertentu.”

8 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana,
2010), 284.

74 Effendie, Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komperhensif dan Terpadu, (Surabaya: Airlangga
University Press, 2017), 143.

75 Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2017), 64.
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Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000,
lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang
lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi atau Badan.”7¢

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed Iist,
menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh
provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertamba menjadi 32 jenis setelah
diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. 77 Retribusi daerah dapat
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, berikut

penjelasannya:
a. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan

76 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi. 10.
" Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2018), 135.



50

oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang

meliputi:

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat
disedikan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.”

Tabel 1.2

Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum

Jasa Usaha

Perizinan Tertentu

1. Retribusi
RelayananKesehatan

2. Kesehatan Retribusi

1. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar

1. Izin Tempat
Penjualan Minuman

Beralkohol

8 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 6.




51

Persampahan/
Kebersihan

3. Retribusi KTP dan
Akte Capil

4. Retribusi Pemakaman/
Pengabuan Mayat

5. Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan
Pasar

7. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam
Kebakaran

9. Retribusi Penggantian

10. Retribusi Pelayanan
Tera/ Tera Ulang

11. Retribusi Penyedotan
Kakus

12. Retribusi Pengolahan
Limbah Cair

13. Retribusi Pelayanan

Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat
Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat
Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrah
an/ Villa

7. Retribusi Rumah
Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan

9. Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi
Penyeberangan di Air
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Perpanjangan IMTA
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Pendidikan

3. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah
a. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan
berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi
Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut
didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan.”® Pelayanan daerah
dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya
memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat
umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang
ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum).

Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah:

1) Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,
biaya bunga, dan biaya modal;

2) Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

™ Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press, 2017), 263.
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3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin
dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak
negatif dari pemberian izin tersebut. Beberapa pelayanan terhadap
barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat
apabila dibiayai melalui retribusi- semakin dekat pelayanan
tersebut ke dalam pengelompokan barang privat makan semakin
tepat dibiayai melalui retrobusi. Namun demikian, identifikasi
batas antara barang publik dan privat agak sulit dilakukan dan
pengelompokan harus berdasarkan pada tiap-tiap pelayanan.®®

Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat
menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan
dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan mengurangi
pilihan konsumen. Dalam prakteknya dari sudut pandang administrasi,
pertimbangan sosial dan politik memiliki peranan yang lebih besar
dibandingkan dengan ekonomi efiensi. Namun, gagal dalam
menetapkan retribusi atas pelayanan publik merupakan penyebab
utama defisit fiskal di beberapa negara miskin.?!

Dengan pertimbangan bahwa beberapa pelayanan dikenakan
retribusi, maka pertanyaan yang muncul adalah berapa harga yang

sesuai atas pelayanan tersebut? Para ahli, umumnya menentukan

8 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press, 2017), 264.
81 www.djpk.kemenkeu.go.id.
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tarif/harga berdasarkan biaya marjinal, yaitu harga yang dibebankan
harus sama dengan biaya marjinal (biaya khusus) untuk melayani
konsumen. Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif
atas pelayanan tersebut. Harga ini disebut sebagai harga ekonomis
efisien, karena hargalah yang akan memaksimalkan manfaat ekonomi
dan penggunaan terbaik atas sumber daya (asumsi faktor lain dianggap
sama). Karenanya, masyarakat memperoleh keuntungan dari
peningkatan output atas barang atau jasa sampai pada titik di mana
biaya marjinal sama dengan harga.

Prinsip harga berdasarkan biaya marjinal adalah prinsip yang
umum digunakan dalam pasar uang kompetitif (misalnya, harga di

restoran, biaya menyewa kendaraan, biaya telepon, dan lain-lain).%?

b. Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 33 Artinya
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ke tiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat
mengajak  kerja sama dengan badan-badan tertentu yang
profosionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.’*
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

82 ywwww.djpk.kemenkeu.go.id.
8 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: Ull Perss), 2005, 96.

8 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2006), 455.
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SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa
karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu
tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar,
maka ia dikenakkan sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2%
setiap bulan dari retribusi terutang. Kemudian ditagih dengan
menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). STRD
merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan

pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.®’

4. Alasan Retribusi

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu

yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi

suatu pelayanan adalahadanya barang privat dan barang dan barang publik.

Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi

dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila

manfaat bersifat publik, karena pengaruh “spill over’ (eksternalitas

positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan

dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui

pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun

demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara

barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki

% 1bid, 456.
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kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi

umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak

berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak.

Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa

banyak pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga

memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

a. Rasionalisasi permintaan: didasarka pada asumsi bahwa mereka yang
mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar
lebih besar.

b. Pemberian insetif untuk menghindari pemborosan.

c. Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi.

d. Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan
meningkatkan pasokan.

Prinsip Manfaat: apabila pelayanan tidak bersifat universal atau
tidak sama untuk setiap orang (misalnya, pasokan air bersih untuk rumah
tangga, sekolah, perusahaan industri), maka retribusi secara langsung bagi
mereka yang menerima manfaat dianggap adil berkaitan dengan prinsip
ini. Jadi, mereka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan air bersih

tidak harus membayar. Pemungutan retribusi dapat dilakukan sepanjang individu

yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan.®¢

5. Ciri-Ciri Retribusi
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini dipungut

di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini:

8 www.djpk.kemenkeu.go.id.
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a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenan.

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balasjasa)
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.

d. Retribusi tentang apabila ada jasa atau pelayanan tertentu yang
diselenggarakan oleh pemerintah derah yang dinikmati oleh orang atau
badan.

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,
yaitu apabila tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh

jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.?’

87 Imam Soebechi, judicial review perda pajak dan retribusi daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
127.



BAB III

DESKRIPSI PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI PASAR

KEPUTRAN UTARA, TEGALSARI SURABAYA

A. Gambaran Umum Pasar Keputran Utara

Pasar Keputran terletak di tengah Kota Surabaya. Pasar ini terletak di
sisi timur Jalan Raya Urip Sumoharjo, berada di kawasan yang namanya
Keputran. Di sekitar pasar ini, berdiri bangunan kuno. Umumnya pertokoan
peninggalan zaman kolonial yang menyiratkan bahwa deretan bangunan itu
sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun.

Pasar Keputran ini sendiri ada dua, yaitu Pasar Keputran Selatan dan
Pasar Keputran Utara. Untuk Pasar Keputran Selatan, biasanya disebut juga
pasar Keputran lama. Di sini pedagang menjual berbagai keputuhan pokok,
aneka bunga setaman, janur, dan manggar.

Sedangkan Pasar Keputran Utara, pasar ini merupakan pasar induk
terbesar di Surabaya. Pasar yang selalu bergeliat, bahkan disaat pasar lain
belum buka ataupun sudah tutup. Sebab Pasar Keputran Utara ini justru
puncak keramaiannya di tengah malam.3®

Di tengah malam hingga dini hari itu, para pedagang sayur keliling,
pedagang di pasar-pasar kecil, fumplek blek disini. Mereka sedang kulakan di
Pasar Keputran. Dulu, saking bergeliatnya pasar ini, pedagangnya sampai

meluber hingga di Jalan Raya Urip Sumoharjo dan Jalan Irian Barat. Tapi

8 https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/pasar-keputran-utara/, diakses 19 Maret 2020,
PK:17:14 Wib.
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Pemkot Surabaya kemudian melakukan penertiban di tahun 2010. Umumnya
pedagang mulai ramai menggelar lapaknya dari pukul 15.00 WIB hingga
08.00 WIB. Jadi, di pasar ini justru hidup malam hingga dini hari.

Pasar Keputran adalah pasar induk sayur-mayur yang ada di Kota
Pahlawan. Di pasar inilah kebutuhan sayur-mayur kota Surabaya dipasok dan
didistribusikan ke penjuru kota, bahkan termasuk untuk kota lain di luar
Surabaya.

Dalam sejarahnya, kenapa wilayah ini dinamakan Keputran, ada
informasi menyebut kawasan ini adalah tempat tinggal khusus para wanita
anggota keluarga Kerajaan Surabaya yang berdiri 31 Mei 1293 (selanjutnya
ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surabaya). Di kawasan ini tinggal
permaisuri, para selir dan putri raja yang masih lajang. Bagi orang kerajaan,
dulu menyebutnya Kaputren (tempat khusus orang putri/perempuan). Namun
lambat laun namanya berubah menjadi Keputran. Karena itu, pasar yang ada
di tempat tersebut juga dinamai Pasar Keputran.®

Mayoritas para pedagang yang ada di pasar Keputran Utara 90%
adalah orang-orang madura yang pindah ke Surabaya untuk bekerja. Mereka
kebanyakan sudah berkeluarga dan kebanyakan bertempat tinggal didekat
pasar Keputran. Pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya dari mulai

sore hingga pagi hari.

8 pasarsurya.surabaya.go.id
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1. Letak Geografis Pasar Keputran Utara

Pasar Keputran Utara yang berada di jalan Keputran Kecamatan

Tegalsari Kota Surabaya ini bila dilihat secara geografis berada diantara:

a. Sebelah Utara : Jalan Kayon
b. Sebelah Selatan : Jalan Dinoyo
c. Sebelah Barat : Jalan Urip Sumoharjo
d. Sebelah Timur : Kali Brantas

2. Jenis Bangunan

Adapun bangunan yang ada di Pasar Keputran di antaranya:

Tabel 2.1

Bangunan Pasar Keputran Utara

No | Bangunan Jumlah
1. | Kios/Stand 840
2. | Mushalla 1

3. | Toilet 22




B. Struktur Organisasi Pasar Keputran Utara, Tegalsari, Surabaya

Tabel 2.2

Struktur Organisasi Pasar Keputran Utara Surabaya

Kepala Pasar
(Ufik)

KAUR Umum

Kasubsi Kamtib Kasubsi Keuangan Kasubsi
(Hari Purwanto) (Adi) Per;sg\]/s;?:r? &
\ v v
- Tony - Hanafi - Suhari

- Akmad - Samino
- Parto
- Solikin

C. Praktik Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara

61

Sesuai penjelasan penulis di bab I bagian latarbelakang, fakta yang

penulis temukan di lapangan pada bulan November 2019, tepatnya di Pasar

Keputran Utara, Tegalsari Surabaya pedagang mengaku membayar retribusi

kebersihan pasar kepada petugas sebesar Rp 5.000 - Rp10.000 setiap minggu

tanpa tanda bukti karcis yang diberikan namun, berdasarkan wawancara

penulis kepada petugas PD Pasar Surya mereka mengatakan bahwa mereka

hanya melakukan pungutan retribusi kebersihan tersebut sebesar Rp 11.260
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setiap bulannya dengan tanda bukti karcis atau rekening. Sedangkan pada
kenyataannya ketika penulis ikut bersama petugas PD Pasar Surya ternyata
mereka mengenakan tarif yang berbeda pada setiap pedagangnya.

Namun setelah penulis kembali melakukan penelitian, penulis banyak
menemukan fakta-fakta baru terkait bagaimana praktik pembayaran retribusi
kebersihan di pasar Keputran Utara.

Praktik pembayaran retribusi kebersihan di pasar Keputan Utara
adalah dengan cara menagih pungutan dari kios ke kios atau stand ke stand
secara bergilir setiap hari. Pemungutan dilakukan oleh (juru tagih) petugas PD
Pasar dari tanggal 15 sampai akhir bulan, setiap pukul 20.00 Wib sampai
selesai, hal ini dikarenakan pasar hidup pada malam hari dan setiap
pembayaran retribusi akan diberikan rekening atau bukti pembayaran. Tarif
retribusi kebersihan yang dikenakan samarata antar pedagang, tidak ada
perbedaan, nominal yang dibayarkan pun relatif murah, hanya sebesar Rp
11.260/ bulannya atau kurang lebih Rp 400,- setiap harinya.”

Lain lagi dengan Pak Marsono (petugas penagih retribusi), beliau
mengatakan bahwa pungutan retribusi dilakukan setiap hari pada kios atau
stand yang beroperasi, retribusi tidak akan dipungut apabila kios sedang tutup
atau libur, penagihannya sendiri pun dimulai dari pukul 8 malam sampai

selesai dengan nominal retribusi yang bervariasi sesuai lebar stand.’!

% Adi, (PD Pasar Surya, Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 12 Desember 2019.
1 Marsono, (PD Pasar Surya, Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 12 Desember
2019.
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Di lapangan, penulis juga melakukan wawancara ke pedagang terkait
bagaimana petugas melaksanakan praktik pembayaran retribusi kebersihan
yang ada di Pasar Keputran Utara ini. Berikut pemaparan para pedagang:

Pertama Aba Taufik, bapak yang berasal dari kota Bangkalan ini
sudah 35 tahun berdagang di Pasar Keputran, beliau mengatakan bahwa
dirinya membayar retribusi kebersihan sebesar Rp 11.260 setiap bulannya
kepada petugas PD Pasar dan membayar Rp 10.000 setiap minggunya kepada
petugas kebersihan, sebagai timbal balik petugas kebersihan akan
membersikan stand Aba Taufik dari sampah yang bejibun.”?

Berbeda dengan Aba Taufik, Pak Sati’i justru membayar retribusi
kebersihan lebih murah yakni sebesar Rp 5.000 setiap minggunya kepada
petugas kebersihan dan Rp 11.260 per bulannya kepada petugas PD Pasar
dengan tanda bukti rekening atau kwitansi pasar.”

Pak Marsuli yang sehari-hari berjualan bawang merah di lantai satu
pun mengaku setiap hari melihat petugas lewat di depan kiosnya untuk
menagih iuran retribusi kepada pedagang yang lain. Beliau sendiri membayar
retribusi kebersihan sebesar Rp 11.260 setiap bulan jadi satu dengan
pembayaran sewa stand. Kemudian membayar lagi ke petugas kebersihan
sebesar Rp 5.000 setiap minggu kepada petugas kebersihan, sebagai timbal
balik ada petugas kebersihan yang selalu datang membersihkan kiosnya setiap

selesai berjualan.”*

92 Taufik, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 13 Desember 2019.
9 Sati’i, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 13 Desember 2019
% Marsuli, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 13 Desember 2019.
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Sama halnya dengan Pak Marsuli Ibu Roadah pun membayar retribusi
kebersihan sebesar Rp 5.000 setiap minggunya. Selalu ada petugas yang
datang tiap minggu kepadanya untuk menarik retribusi tersebut.”

Pada tanggal 15 Maret 2020 penulis kembali datang ke Pasar
Keputran Utara untuk kembali melakukan wawancara kepada pedagang dan
petugas PD Pasar terkait bagaimana praktek pembayaran retribusi kebersihan
di Pasar Keputran Utara dan mengapa petugas membayar retribusi kebersihan
dua kali kepada dua petugas yang berbeda.

Pak Adi dalam penjelasannya mengatakan bahwa retribusi kebersihan
dipungut bersama dengan uang sewa stand per bulannya, yang jika ditotal
antar pedagang yang satu dengan yang lain nominalnya bisa berbeda, namun
untuk retribusi kebersihan sendiri disamakan yakni sebesar Rp 11.260 setiap
bulannya. Terkait mengapa pedagang juga membayar retribusi kebersihan
kepada petugas kebersihan Pak Adi tidak tahu.”®

Selaras dengan Pak Adi, Pak Hanafi (juru tagih) pun meng-iyakan apa
yang dikatan oleh Pak Adi bahwa pungutan retribusi kebersihan, penarikannya
jadi satu dengan biaya sewa di rekening masing-masing pedagang. Pada
tanggal 15 petugas mulai berkeliling ke stand-stand untuk menagih retribusi
tersebut dari jam 8 malam.”’

Dan penulis menemukan jawaban mengapa pedagang membayar
retribusi kebersihan dua kali kepada dua petugas yang berbeda ketika penulis

mengulang wawancara penulis dari awal.

% Roadah, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 13 Desember 2019.
% Adi, (Petugas PD Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
9 Hanafi, (Petugas PD Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
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Dan benar saja Aba Taufik mengatakan bahwa dirinya membayar
retribusi kebersihan pasar kepada dua petugas yang berbeda, Rp 10.000 setiap
minggunya kepada petugas kebersihan dan membayar Rp 11.260 kepada
petugas PD Pasar Surya setiap bulannya jika ditotal ada Rp 52.260 uang yang
harus Aba Taufik keluarkan untuk membayar retribusi kebersihan. Tanpa
keberatan Aba Taufik menjelaskan kepada penulis asal muasal bagaimana
pedagang membayar retribusi kebersihan dua kali kepada dua petugas yang
berbeda. Beliau mengatakan pada mulanya pembayaran retribusi kebersihan
hanyalah kepada (juru tagih) petugas PD Pasar yakni sebesar RP 11.260
kemudian lambat laun pasar terus ramai dan semakin ramai. Semakin banyak
pedagang semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Dan kenaikan sampah
ini tidak berdampak terhadap kenaikan upah petugas kebersihan, untuk itu
pedagang berinisiatif memberi tambahan kepada petugas kebersihan atas apa
yang dikerjakan, yakni memberi uang tambahan retribusi kebersihan. Nominal
uang tambahannya sendiri bervariasi, sukarela dari masing-masing pedagang
dan Aba Taufik sendiri menambahnya dengan membayar Rp 10.000 setiap
minggu.”®

Pun ketika penulis kembali berdiskusi dengan Pak Sati’i, beliau
memaparkan bahwa dirinya membayar retribusi kebersihan kepada petugas
PD Pasar dan petugas kebersihan. Awalnya Pak Sati’i hanya membayar
retribusi kebersihan kepada petugas Pd Pasar akan tetapi Pak Sati’i melihat
banyak teman-temannya (pedagang) yang lain juga membayar retribusi

kebersihan ke petugas kebersihan. Beliau tidak keberatan sama sekali jika

% Taufik, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
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harus membayar mereka (petugas PD Pasar dan petugas kebersihan) karena
menurut Pak Sati’i nominal retribusi yang dibayarkan relatif murah dan dari
total pendapatan berjualan setiap harinya®

Penulis juga singgah ke stand milik Pak Marsuli untuk menanyakan
lagi bagaimana proses pembayaran retribusi kebersihan pasar agar tidak salah
paham, dan yang dikatakan adalah bahwa Pak Marsuli membayar retribusi
kebersihan dua kali kepada petugas yang berbeda, sebulan sekali kepada
petugas PD Pasar sebesar RP 11.260 dan setiap minggu kepada petugas
kebersihan sebesar Rp 5.000 yang jika ditotal biaya retribusi kebersihan per
bulannya sebesar Rp 31.260. Pak Marsuli tidak keberatan akan biaya retribusi
ini karena menurut beliau sepadan dengan volume sampah yang beliau
hasilkan setiap harinya.!%

Berbeda dengan Ibu Roadah, menurut ibu yang berjualan sayur ini
sebaiknya retribusi kebersihan dibayarkan jadi satu ke petugas kebersihan
tanpa perlu membayar retribusi kebersihan ke petugas PD Pasar karena
menurutnya yang membersihkan sampah adalah petugas kebersihan bukan
petugas PD Pasar (Juru Tagih). Jadi nominal Rp 11.260 tersebut sebaiknya
juga diterima oleh petugas kebersihan di Pasar Keputran Utara.!%!

Penulis juga mengunjungi stand-stand Pasar Keputran Utara yang ada
di lantai dua, Penulis bertemu dengan pedagang yang menjual aneka jahe dan

melakukan wawancara terhadapnya.

% Sati’i, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
100 Marsuli, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
101 Roadah, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
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Menurut pemaparan Pak Hamid (pedagang aneka jahe) proses
pembayaran retribusi kebersihan yang beliau lakukan sama dengan yang
dilakukan oleh Aba Taufik, Pak Sati’i, Ibu Roadah, Pak Marsuli dan
pedagang-pedagang yang lain, yakni membayar retribusi kebersihan dua kali.
Pertama membayar kepada petugas juru tagih PD Pasar Surya sebesar Rp
11.260 dengan bukti kwitansi atau rekening dan membayar sebesar Rp 5.000
kepada petugas kebersihan setiap minggu tanpa mendapat karcis, kwitansi
atau rekening. Yang jika ditotal pembayaran retribusi kebersihan setiap
bulannya adalah Rp 31.260.'%>

Ibu Kedah pun demikian, beliau mengatakan kalau pembayaran
retribusi kebersihan kepada petugas PD Pasar jadi satu dengan pembayaran
sewa stand dengan bukti rekening, sedangkan jika membayar ke petugas
kebersihan tidak diberi rekening, kwitansi ataupun karcis. Setiap minggu
petugas kebersihan akan datang ke stand Ibu Kedah untuk menagih uang
retribusi kebersihan kepadanya, sedangkan petugas PD Pasar datang sebulan
sekali untuk menagih uang retribusi kebersihan tersebut.!%

Sekali lagi penulis kembali melakukan wawancara kepada pedangang
terkait apakah benar mereka melakukan pembayaran retribusi kebersihan dua
kali kepada petugas yang berbeda dan bagaimana tanggapan mereka.

Penulis menemui Ibu Paiseh yang menyewa stand pasar Keputran
untuk berjualan minuman bagi para pedagang dan pengunjung pasar. Beliau

mengatakan bahwa dirinya membayar retribusi kebersihan pasar seperti

102 Hamid, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
108 Kedah, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
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pedagang yang lain dan sebetulnya beliau keberatan jika membayar retribusi
kebersihan pasar dua kali kepada dua petugas yang berbeda. Setiap minggu
kepada petugas kebersihan sebesar Rp 5.000 setiap minggu dan setiap bulan
kepada petugas PD Pasar sebesar Rp 11.260. Bagi Ibu Paiseh sampah yang
dihasilkan daganganya tidak sebanyak sampah yang dihasilkan oleh pedagang-
pedagang yang lain (sayur, bawang dll). Menurut Ibu Paiseh seharusnya dia
hanya membayar biaya retribusi kebersihan kepada salah satu petugas saja.
Dan terakhir penulis berbincang dengan Ibu Sadiah, ibu yang
berjualan sambil membawa kedua anaknya ini mengaku tidak keberatan jika
harus membayar retribusi kebersihan pasar kepada dua petugas yang berbeda.
Yakni petugas PD Pasar dan petugas kebersihan. Selain sudah menjadi
kebiasaan pedagang, baginya pembayaran retribusi kebersihan tersebut
tidaklah memberatkan, masih relatif murah jika dihitung dari total
pendapatannya selama berdagang.'%*
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan petugas terdapat
beberapa fakta yang penulis temukan diantaranya:
1. Uang Tambahan
Pada mulanya pembayaran retribusi kebersihan hanyalah kepada
(juru tagih) petugas PD Pasar yakni sebesar Rp 11.260 kemudian lambat
laun pasar terus ramai dan semakin ramai. Semakin banyak pedagang
semakin banyak pula sampah yang dihasilkan dan kenaikan volume sampah
tidak diiringi dengan kenaikan upah petugas kebersihan, petugas

kebersihan sempat ngambek dan tak mengangkut sampah beberapa hari,

104 sadiah, (Pedagang Pasar Keputran Utara), wawancara, Surabaya, Tanggal 15 Maret 2020.
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akhirnya pedagang berinisiatif membayar uang tambahan retribusi
kebersihan dan petugas kebersihan pun kembali melaksanakan tugasnya
2. Perbedaan Nominal Uang Tambahan
Pedagang membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan
atas inisiatif mereka sendiri, nominal yang dibayarkan pun beragam,
sukarela dari pedagang karena tidak ada penetapan sebelumnya. Ada yang
memberi Rp. 5.000 sampai Rp 20.000 setiap minggu.
3. Upah Tidak Sesuai
Latar belakang inisiatif pedangang membayar uang tambahan
kepada petugas kebersihan adalah dikarenakan sikap diam PD Pasar Surya
terhadap tuntutan petugas kebersihan yang menginginkan kenaikan upah.
Jumlah pedagang dan sampah yang bertambah setiap tahunnya di Pasar
Keputran Utara tidak berdampak pada gaji mereka, pedagang pun ikut
dirugikan dalam masalah ini karena petugas kebersihan mogok angkut
sampah beberapa hari. Pedagang pun akhirnya melakukan inisiatif
membayar uang tambahan secara sukarela kepada petugas kebersihan
akibat tidak adanya kenaikan upah atau memberi solusiwalau sudah

melakukan pertemuan dan rapat internal.
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BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN RETRIBUSI

KEBERSIHAN DI PASAR KEPUTRAN UTARA TEGALSARI, SURABAYA

A. Analisis Praktik Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial,'®> yakni makhluk yang
berhubungan secara timbal balik dengan makhluk yang lain. Sebagai makhluk
yang dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan dan peran dari orang
maka tidak bisa dipungkiri dalam penerapan pembayaran retribusi juga
demikian.

Retribusi kebersihan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa
umum yang keadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut
penjelasan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 yang dimaksud pelayanan
pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los,
kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah fasilitas pasar yang dikelola
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
pihak swasta.

Dalam perjanjian ini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama
adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak kedua adalah
orang yang menerima retribusi (PD Pasar Surya). Pada awal perjanjian dimulai,
PD Pasar menjelaskan bahwa pembayaran retribusi kebersihan jadi satu dengan

biaya sewa stand, untuk biaya retribusi kebersihan sendiri sebesar Rp 11.260

195 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), 177.
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sedangkan biaya sewa stand beragam tergantung luasnya dan para pedagang
telah menyanggupi aturan yang ditentukan tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, pembayaran retribusi
kebersihan pasar di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya adalah dengan
cara ditagih dari kios ke kios atau stand ke stand secara bergilir oleh petugas
PD Pasar Surya, penarikan dimulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan, setiap
pukul 20.00 Wib sampai selesai, besar tarifnya pun sama rata satu sama lain
yakni Rp 11.260,- stiap bulannya.

Sesuai perjanjian, dalam pelaksanaannya pedagang membayar retribusi
kebersihan pasar kepada petugas PD Pasar Surya sebesar Rp 11.260 sesuai
kesepakatan yang ditagih setiap bulan, sebagai timbal balik petugas kebersihan
akan membersihkan kios-kios mereka dari sampah yang bejibun. Akan tetapi
pedagang juga sukarela membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan
yang membersihkan kios atau stand mereka dari sampah sebab petugas
kebersihan tersebut mendapat upah minimum. Hal ini tentu menjadi pr yang
harus segera diselesaikan oleh petugas PD Pasar sebagai penanggung jawab

Pasar Keputran Utara Surabaya.
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Retribusi Kebersihan di

Pasar Keputran Utara
Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan
“mu’jir’, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “musta’jir’, benda
yang disewakan disebut dengan “ma’jur” dan uang sewa atau imbalan atas
pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “Ujrah’.'% ljarah ada dua
jenis. Jenis yang pertama adalah fjarah yang berlangsung atas manfaat yang
berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis
yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.!?’
Bentuk transaksi yang ada di dalam pembayaran retribusi kebersihan pasar
Keputran Utara ini adalah 7jarah untuk pekerjaan tertentu, karena PD Pasar
Surya memberikan manfaat jasanya kepada pedagang dan pedagang
terbantukan atas jasa tersebut.
ljarah sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian

yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum
yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah
berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’jir) berkewajiban untuk
menyerahkan barang (Majur) kepada pihak penyewa (Mustajjir), dan dengan
diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula
untuk menyerahkan uang sewanya ( Ujrah).'%®

Dalam penerapannya pemungutan retribusi kebersihan telah berlangsung

sejak awal pedagang menyewa dan menempati stand di pasar, kemudian

16 saiful Jazil, Figih Mu’amalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 128.
107 Shaleh al-Fauzan, Figih sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.
108 |dri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), (Jakarta: Kencana, 2015), 239.
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pembayaran retribusi kebersihan sendiri jadi satu dalam tagihan/rekening
bersama uang sewa stand tersebut. Untuk nominal tarif retribusi kebersihan
adalah sesuai kesepakatan yakni sebesar Rp 11.260. Dalam hal ini pemungutan
retribusi kebersihan pasar adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT

dalam Surah a/-Kahfi ayat 77

Artinya: “Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya
sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk
negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.
Musa berkata: '"Jikalau kamu mau, niscaya kamu
mengambil upah untuk itu”(Q.S. Al-Kahfi : 71).'%°

Dalam penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar sudah
memenuhi rukun dan syarat fjarah, yakni rukun Mu’jir (PD Pasar Surya),
Maustajir (para pedagang).

Kemudian, Shigat ijab kabul adalah lafaz sewa atau kulli dan yang
berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat
menunjukkan hal tersebut. Dalam hal ini Shigat antara PD Pasar Surya dengan

pedagang pasar Keputran Utara terjadi ketika pedagang akan menyewa stand

109 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 642.
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dan akan dikenakan biaya retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan daerah
yang berlaku.

Kemudian, Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu
yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban
yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada penerapannya PD Pasar Surya
memungut retibusi kebersihan pasar setiap hari dari mulai tanggal 15 hingga
akhir bulan setiap pukul 20.00 Wib sampai selesai. Hal ini sejalan dengan hadist
dibawah ini.

5T o kT oy ade 1 ol 0005 06 106 a3 o i e
(b ool oly) 535 Lo of g

Dari Abdillah bin Umar ia berkata:”Berikanlah upah kepada buruh
sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah).!1°

Selanjutnya manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam 7jarah
obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai
ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya PD Pasar Surya
memberikan manfaat yang pertama, memberikan izin menempati stand yang
kedua membrikan pelayanan keamanan dan kebersihan. Dalam praktiknya
pelayanan kebersihan dilakukan setiap hari pada saat pasar beroperasi, petugas
kebersihan membersihkan stand, dan jalan area pasar demi kenyamanan

pedagang dan para pengunjung pasar.

10 Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, Hadis-Hadis
Ekonomi, (Kencana: Jakarta, 2015), 84.



75

Adapun syarat — syarat 7jarah yang dipenuhi yang pertama, Kerelaan dua
pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk
melakukan 7jarah, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur
dengan bisa saling membutuhkannya kedua belah pihak.

Kemudian, jjarah (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang
boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang
berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Dalam penerapannya petugas PD
Pasar berusia diatas 21 tahun dan para pedagang juga sebagian besar sudah
berkeluarga.

Selanjutnya, hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu
diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka
disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat
jasa sudah diketahui awal menyewa stand yaitu mendapatkan izin menempati
stand dan pelayanan lainnya yakni mendapatkan pelayanan listrik, keamanan
dan pelayanan kebersihan.

Kemudian, hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti
(alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui
sebagaimana harga (barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan
retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah
berdasarkan kesepakatan awal.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah,
maka tidak sah jarah atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat
permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat

dari pemungutan retribusi pelayanan pasar mubabh.
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Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga
tidak sah Jjarah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam
penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi kebersihan pasar bisa diambil
secara penuh oleh para pedagang.

Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau
diizinkan olehnya, karena J7jarah adalah jual beli manfaat, maka hal itu
disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya PD
Pasar Surya adalah pengelola pasarKeputran Utara Tegalsari Surabaya.

Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa ijarah itu
diketahui, sehingga tidak sah ijarah untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia
menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau
masa sudah jelas yaitu per hari.

Di lapangan setiap bulan para pedagang membayar retribusi kebersihan
kepada petugas PD Pasar (juru tagih) sebesar Rp 11.260 akan tetapi petugas
juga membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan. Usut punya usut
upah yang yang diberikan oleh PD Pasar ke petugas kebersihan sangatlah
sedikit sehingga pedagang melakukan inisiatif (membayar uang tambahan)
tersebut kepada petugas kebersihan.

Kemudian terkait temuan-temuan yang penulis temukan di pasar
Keputran Utara Tegalsari Surabaya, yakni
1. Uang Tambahan

Pada mulanya pembayaran retribusi kebersihan hanyalah kepada (juru
tagih) petugas PD Pasar yakni sebesar Rp 11.260 kemudian lambat laun

pasar terus ramai dan semakin ramai. Semakin banyak pedagang semakin
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banyak pula sampah yang dihasilkan dan kenaikan volume sampah tidak
diiringi dengan kenaikan upah petugas kebersihan, petugas kebersihan
sempat ngambek dan tidak mengangkut sampah beberapa hari, akhirnya
pedagang berinisiatif membayar uang tambahan retribusi kebersihan dan
petugas kebersihan pun kembali melaksanakan tugasnya.

“Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian
dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahui.”(Q.S Al-Bagarah: 188).

Meski agama memerintahkan setiap muslim untuk mencari nafkah,
ada persyaratan untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status hAala/
dan tahayyibah. Dalam penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar
sudah memenuhi rukun dan syarat 7jarah, yakni rukun Mu’jir (PD Pasar
Surya), Musta jir (para pedagang) dan syarat Ujrah (Upah kepada Petugas
Kebersihan) akan tetapi dalam prakteknya pedagang juga masih membayar
uang tambahan kepada petugas kebersihan yang seharusnya itu bukanlah
kewajiban pedagang melainkan kewajiban petugas PD Pasar Surya, karena
segala pembayaran pelayanan pasar dilakukan oleh pedagang ke petugas PD
Pasar Surya.

Pembayaran uang tambahan yang dilakukan oleh pedagang kepada
petugas kebersihan bukan termasuk dalam akad 7jarah sebab akad ini

mencederai salah satu rukun Jjjarah yakni “wujrah’. Ujrah (upah) adalah
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imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya.

Pembayaran wujrah sendiri hendaklah diketahui dengan jelas ketetapannya.

. Perbedaan Nominal Uang Tambahan

Pedagang membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan atas
inisiatif mereka sendiri, nominal yang dibayarkan pun beragam, sukarela dari
pedagang karena tidak ada penetapan sebelumnya. Ada yang memberi Rp.
5.000 sampai Rp 20.000 setiap minggu.

Pembayaran retribusi kebersihan kepada petugas PD Pasar dan
pembayaran uang tambahan retribusi kepada petugas kebersihan adalah dua
hal yang berbeda. Pembayaran retribusi kebersihan kepada petugas PD Pasar
dilakukan dengan nominal yang jelas yakni sebesar Rp 11.260 sedangkan
nominal pembayaran uang tambahan retribusi kebersihan adalah sukarela
dari dari pedagang.

Transaksi pertama merupakan akad jjarah sedangkan transaksi kedua
adalah bentuk pungli yang dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan petugas
PD Pasar dalam mengupah petugas kebersihan dengan layak.

. Upah Tidak Sesuai

Latar belakang inisiatif pedangang membayar uang tambahan kepada
petugas kebersihan adalah dikarenakan sikap diam PD Pasar Surya terhadap
tuntutan petugas kebersihan yang menginginkan kenaikan upah. Jumlah
pedagang dan sampah yang bertambah setiap tahunnya di Pasar Keputran

Utara tidak berdampak pada gaji mereka, pedagang pun ikut dirugikan dalam
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masalah ini karena petugas kebersihan mogok angkut sampah beberapa hari.
Dari pihak PD Pasar Surya pun tidak bisa dengan mudah menaikkan gaji
petugas kebersihan, mereka harus membuat regulasi dan melakukan beberapa
pengajuan kepada pemerintah kota Surabaya.

Karena tidak kunjung menghasilkan titik temu, tidak ada kenaikan
upah atau solusi walau sudah melakukan pertemuan dan rapat internal maka
pedagang melakukan inisiatif sendiri dengan membayar uang tambahan
secara sukarela kepada petugas kebersihan akibat lingkungan pasar bau
busuk sebab sampah tidak kunjung diangkut.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup
bermasyarakat dan saling tolong menolong satu sama lain untuk kehidupan
yang jauh lebih baik dan mencapai kesejahteraan bersama karena pada
dasarnya tujuan manusia hidup adalah untuk mencapai falah.

Dalam pandangan Islam, masyarakat merupakan alat atau sarana
untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan
bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi dasar kerangka
kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu
pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam, salah satu prinsip
yang sangat penting adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam
sangat memprioritaskan penegakan keadilan dan usaha menyingkirkan segala
bentuk diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al

Maidah (5) ayat 8 yang artinya:
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“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah,
Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al-Maidah (5) : 8)

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kewajiban saling
menolong satu sama lain, maka dalam hal ini konsep keadilan sosial adalah
hubungan antar sesama masyarakat dalam bertransaksi muamalah dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak saling menzalimi.
Begitupun yang tejadi dalam pembayaran retribusi kebersihan di pasar

Keputran Utara, pedagang memberi keadilan kepada petugas kebersihan

begitupun petugas kebersihan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Praktek Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran
Utara pedagang menyewa stand ke PD Pasar Surya Surabaya dengan
harga sesuai ketetapan PD Pasar Surya dan Pemkot Surabaya, setelah itu
pedagang menempati stand dan mendapat fasilitas pelayanan pasar
berupa listrik, kebersihan dan keamanan, kemudian dengan kesepakatan
PD Pasar Surya setiap hari dari tanggal 15 hingga akhir bulan memungut
retribusi kebersihan pasar dari jam 08.00 malam sampai selesai sebagai
timbal balik, petugas kebersihan akan membersihkan sampah-sampah
yang dihasilkan oleh para pedagang.

2. Menurut Hukum Islam Praktek Pembayaran Retribusi Kebersihan Pasar
di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya sudah sesuai dengan syariat
Islam. Pembayaran retribusi kebersihan dilakukan sesuai dengan

ketentuan dan nominal yang ditetapkan diawal.

81



82

B. Saran

Dengan melihat adanya insiatif dari para pedagang yang memberikan uang
tambahan kepada petugas kebersihan, sebaiknya PD Pasar Surya lebih
optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya yakni sebagai
memperhatikan lagi kesejahteraan dan upah petugas kebersihan tersebut
sehingga pedagang hanya cukup membayar retribusi kebersihan kepada
petugas PD Pasar Surya saja tanpa perlu memberi uang tambahan kepada

petuga kebersihan.
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